
BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR ot9 TAHUN 2o1s

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR OO4 TAHUN

2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PER.IALANAN DINAS DALAM

NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

PEGAWAI TIDAKTETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BREBES TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang: a.

b.

bahwa dengan adanya usulan perubahan satuan harga yang

belum tercantum dalam buku standarisasi, maka Peraturan

Bupati Brebes Nomor 004 Tahun 2Ol5 tentang Pedoman

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati,

Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Brebes Tahun 2O15 perlu diadakan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 004 Tahun

2Ol5 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Brebes Tahun 2015;

F

I



Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 195O Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor S,Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 440O);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan l€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4O28);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2O01 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4O9O);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (trmbaral Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161

sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor

47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

47t2);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1O Tahun 2OO8

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2OO8 Nomor

14AI;

14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 004 Tahun 2O15 tentang

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes

Tahun 2O15;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR OO4 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI

LINgKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN

20t5.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor

OO4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pe{alanan

Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor a) diubah sebagai

berikut :
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1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(21 Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana

dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan biaya yang

terdiri atas:

a. Uang harian;

b. Biaya transportasi atau bahan bakar.

(3) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana

dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan biaya yang

terdiri atas:

a. Uang harian;

b. Penginapan;

c. Biaya transportasi lokat (Taksi)

d. Biaya transportasi PP atau bahan bakar;

e. Uang representasi.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 6 ayat (2) dan (3) digolongkan dalam 6 (enam)

tingkatan, yaitu:

a. Tingkat A terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan

Pimpinan DPRD;

b. Tingkat B terdiri dari Pejabat Eselon II dan Anggota

DPRD;

c. Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon III atau PNS

Golongan IV;

d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon IV atau PNS

Golongan III;

e. Tingkat E terdiri dari PNS Golongan II atau Sopir;

f. Tingkat F terdiri dari PNS Golongan I.

3. Ketentuan l.ampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.
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Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 2- Moret 2-o$'

BUPATI

IDZA PRryANTI
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